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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor
13 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
13 Tahun 2014 dan Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis
Keimigrasian dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 833);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Menetapkan
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan

Angka Kreditnya dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian.

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

dan Angka Kreditnya terdiri atas:

a.
b.

C.

h.

pendahuluan;

pedoman penyusunan formasi;

pembinaan karier analis keimigrasian dan angka
kredit;

pengangkatan dalam jabatan;

pejabat yang berwenang mengusulkan dan
menetapkan angka kredit;

penilaian dan penetapan angka kredit;

organisasi dan tata kerja tim penilai angka kredit;
dan

penutup.

(2) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

PENDAHULUAN

Umum

Ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis

Keimigrasian dan Angka Kreditnya.

Dalam rangka memudahkan  pelaksanaan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka
Kreditnya, masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan
lebih lanjut agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para
Analis Keimigrasian dan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis
Keimigrasian serta pihak lain yang terkait. Karena itu Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Analis Keimigrasian perlu menyusun Petunjuk Teknis Analis

Keimigrasian dan Angka Kreditnya.

Tujuan

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka
Kreditnya bertujuan sebagai pedoman bagi Analis Keimigrasian, tim
penilai, dan pejabat lain yang terkait, serta pedoman ini diharapkan
menjadikan acuan serta petunjuk teknis lebih lanjut dalam penerapan

pelaksanaan jabatan fungsional Analis Keimigrasian.



